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Pesan Media Kampanye JPIK, Deden Pramudiana

Newsletter “The Monitor” ke-12 kali ini menyajikan berbagai informasi terkait perkembangan dan
perbaikan pengelolaan hutan di Indonesia.

PadaDesember2018lalu JPIK sebagaisalah satu perwakilan darilndonesia diundang dalam pertemuan
United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) di Bangkok. Dalam rangka memperingati
hari anti korupsi internasional tersebut JPIK ikut serta berpartisipasi melawan kejahatan dan korupsi
kehutanan melalui pemantauan hutan secara independen.

Sejak tahun laly, intensitas pemberantasan perdagangan kayu ilegal terus ditingkatkan oleh Gakkum
KLHK. Desember 2018 misalnya, Gakkum KLHK baru saja menangkap total 384 kontainer kayu merbau
ilegal di Surabaya. Kinerja Gakkum KLHK patut diapresiasi, disisi lain hal ini juga menunjukkan bahwa
aktvitas penebangan kayu ilegal masih terus terjadi.

Selain itu, persidangan perusahaan perusak hutan dan lahan, PT Jatim Jaya Perkasa (JJP) di Riau
telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Lanjutan kasus ini berimbas pada Prof.
Bambang Hero Saharjo, sebagai saksi ahli dalam kasus tersebut, Prof. Bambang justru digugat oleh
PT JJP yang merasa keberatan dengan kesaksian Prof. Bambang.

Hal lain berkaitan dengan usaha JPIK dalam memperoleh data dan informasi masih menemui
hambatan. Permohona data yang JPIK ajukan terbilang sulit dan memakan waktu. Padahal kebutuhan
akan data dan informasi sangat menunjang kegiatan pemantauan JPIK kerjakan demi perbaikan
pengelolaan hutan di Indonesia.

Selain itu, proses rancang ulang Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang digelar pemerintah
diharapkan mampu mendorong perbaikan tata kelola perkebunan kelapa sawit seakan lari dan
melupakan komitmen yang diharapkan. Hilangnya dua prinsip terkait Hak Asasi Manusia (HAM), serta
ketertelusuran dan transparansi menjadi langkah mundur dalam membangun sistem yang kredibel.

Kabar lain juga datang dari berbagai daerah. Tanah Papua misalnya, menampilkan sosok perempuan
dalam pemanfaatan hutan sagu kampung Manyaifun. Kemudian dari Pulau Sangiang, seorang
pria yang berjuang menjaga tanah dan lingkungannya dari perampasan lahan yang dilakukan oleh
perusahaan.
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alam rangka memperingati
hari anti korupsi internasional,

UNODC  melalui  United
Nations Convention Against
Corruption (UNCAC) mengadakan
roundtable discussion mengundang
perwakilan CSO di ASEAN, Indonesia
sendiri diwakili oleh Transparency
International Indonesia, Lokataru
Foundation, dan JPIK. Roundtable
yang diselenggarakan pada
Desember 2018 merupakan
tanggapan terhadap rekomendasi
yang datang dari CSO yang
berpartisipasi dalam  konferensi
pelacakan cepat yang pada Februari
2017 di Bangkok. Selain menanggapi
rekomendasi konferensi tersebut,
roundtable ini juga bertujuan untuk
memperkuat jaringan regional CSO
yang bekerja pada anti-korupsi di
wilayah ASEAN.

Hasil konferensi pelacakan
cepat yang pada Februari 2017
merekomendasikan beberapa hal,
baik ditingkat ASEAN, nasional,

maupun kelembagaan Cso
dan jurnalis. Ditingkat ASEAN
menyarankan  upaya  bersama
memerangi  korupsi di tingkat

ASEAN dan menguatkan mekanisme
pengaduan regional, mengaktifkan
dialog integritas ASEAN, dan
memprioritaskan hak atas informasi.

Contnbutm to Fast Trac!ung UNCAC Implementation in Southeas
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Ditingkat nasional fokus pada
upaya menjaga  independensi
institusi anti korupsi, deklarasi dan
pengungkapan aset, keikutsertaan
publik dalam kepemilikan manfaat,
dan ruang bagi CSO dan media
untuk aktif berpartisipasi. Disisi CSO
dan jurnalis, menitikberatkan pada
penguatan jaringan dan pertukaran
informasi.

Dalam roundtable yang berlangsung
selama dua hari ini dibuka dengan
pemaparan tentang status UNCAC
dan mekanisme peninjauan
implementasinya di Asia Tenggara
yang disampaikan oleh representatif
UNODC Regional Office untuk Asia
Tenggara dan Pasifik. Mekanisme
peninjauan  implementasi  yang
dimaksud merujuk pada tindakan
pencegahan dan pemulihan aset
tindak pidana korupsi. Hal lain yang
menjadi perhatian adalah konflik
kepentingan, sistem deklarasi aset,
pengadaan barang publik, dan
manfaat kepemilikan.

Selain itu, para perwakilan CSO
juga diminta untuk berpartisipasi
dalam kelompok kerja tematik
yang dibagi dalam beberapa tema,
yaitu akses informasi, pengadaan
barang publik, dan kerjasama CSO
dengan sector swasta. Beberapa hal

yang menjadi tantangan dari setiap
tema adalah kurangnya kesadaran,
kemauan politik, dan undang-
undang yang tepat terhadap hak
atas informasi bagi publik. Selain itu
terbatasnya akses CSO dalam proses
pengawasan pengadaan publik juga
menjadi tantangan utama. Disisi
lain, perbedaan bahasa komunikasi
antara CSO dansector swasta kadang
menjadi penghambat kolaborasi
antar keduanya, selain pendekatan
yang berbeda dalam memberantas
korupsi.

Tindak lanjut dari roundtable ini
salah satunya upaya kolaboratif
antar CSO di ASEAN dengan
berbagi pengalaman terbaik dalam
memerangi korupsi. JPIK misalnya
melalui pemantauan hutan ikut serta
melawan kejahatan dan korupsi

kehutanan dengan pemantauan
penerbitan izin pengelolaan
hutan atau kebun, pemantauan
implementasi  dilapangan, serta

pelaporan terhadap tindak pidana

korupsi kepada instansi terkait.
E-platform  Anti  Korupsi yang
dibangun oleh koalisi UNCAC
juga didorong sebagai sarana

interaksi antar CSO untuk berbagi
pengalaman terhadap topik tertentu
yang mampu menumbuhkan
kerjasama antar CSO.




PENANGKAPAN 384 KONTAINER
KAYU MERBAU ILEGAL ASAL PAPUA

DAN PAPUA BARAT DI SURABAYA

ronologi Penangkapan Kayu
llegal

Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK) mengamankan
384 kontainer berisi kayu ilegal
dari Papua dan Papua Barat
selama periode Desember 2018
hingga Januari 2019. Direktur
Jenderal Penegakan Hukum
(Gakkum) KLHK, Rasio Ridho Sani
mengatakan penangkapan kayu
ilegal jenis merbau itu dilakukan
tim gabungan secara bertahap yang
mengamankan total 384 kontainer
atau lebih dari 5.812,77 m3 kayu
merbau dengan nilai sekitar Rp. 120
miliar.

“Operasi penindakan kayu ilegal ini
menunjukkan bahwa pemerintah
berkomitmen dan serius untuk

mengamankan sumber daya alam
danmenindaktegaspelakukejahatan
yang dapat merugikan negara dan
juga masyarakat,” jelasnya saat
konferensi pers di Terminal Teluk
Lamong, Rabu (16/1/2019).

Pada operasi pertama, 8 Desember
2018, Gakkum KLHK mengamankan
40 kontainer berisi kayu Merbau di
Surabaya. Selanjutnya pada operasi
kedua, 4 Januari 2019, diamankan 88
kontainer diSurabaya. Pada 5 Januari
2019, Gakkum KLHK menahan 57
kontainer kayu ilegal di Makassar.

Terakhir pada 7 Januari 2019,
Gakkum LHK bersama Komando
Armada Il (Detasemen Intelijen)

dan Bareskrim Mabes Polri berhasil
mengamankan 199 kontainer kayu
ilegal yang diangkut KM Selat Mas
(Temas) di Terminal Teluk Lamong,
Surabaya.

Direktur Pencegahan dan
Pengamanan Hutan, sekaligus Ketua
Satgas Penyelematan SDA KLHK,
Sustyo Iriyono menyampaikan bahwa
operasi penindakan ini berawal dari
laporan masyarakat yang mencurigai
adanya pengangkutan kayu ilegal
dari Papua pada akhir tahun. Saat ini
penanganan kasus pembalakan kayu
ilegal tersebut terus dikembangkan
aparat penegak hukum untuk
mengejar pelaku/perusahaan yang
mengirim dan yang akan menerima
kayu-kayu tersebut.

Proses Penegakan Hukum

KLHK  telah  menetapkan 10
perusahaan  atas  pelanggaran
berat di bidang kehutanan dalam
bentuk manipulasi produksi dari
perbandingan data sistem SIPUHH
dan data manifest pelabuhan.
Seluruh perusahaan itu antara lain,
PT Sijas Express Unit Il, PT Mansinam
Global Mandiri Unit I, PT Victory

et L

Petugas dari KLHK memeriksa kontainer berisi kayu ilegal asal Sorong, Papua Barat, yang diselundupkan ke Surabaya (Foto
Kiri), Petugas menunjukkan jenis kayu merbau gergajian di dalam kontainer. Foto Petrus/Mongabay Indonesia



OPERASI PENANGKAPAN
384 KONTAINER
OLEH

GAKKUM KLHK
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Cemerlang Indonesia Unit Il, CV
Edom Ariha Jaya Unit |, PT Papua
Rajawali Foresta, CV Irian Hutama,
PT Intoco Pratama, CV Mandiri
Perkasa, PT Harangan Bagot, CV
Harapan Indah.

Penyidik KLHK telah menetapkan
Yanli sebagai pemilik UD Maridjo
asal Papua Barat sebagai tersangka
atas perdagangan kayu yang tidak
disertai dokumen yang sah berupa
SKSHHK-KO  (Surat  Keterangan
Sahnya Hasil Hutan-Kayu Olahan)
sebanyak 4o kontainer, yang dikirim
dari Papua Barat ke beberapa
industri di Jawa Timur. Barang bukti
juga telah disita Gakkum KLHK pada
6 Desember 2018.

Dalam upaya penyidikan, Gakkum
KLHK dibantu oleh berbagai
instansi terkait, salah satunya Balai
Besar Konservasi Sumber Daya
Alam (KSDA) Jawa Timur yang
memberikan  dukungan  penuh
dengan  mengirimkan  penyidik
untuk membantu kerja penyidikan.
Hal yang sama juga dilakukan Dinas
Kehutanan Provinsi Jawa Timur yang
juga memberikan bantuan tenaga
penyidik.

JPIK Jawa Timur pada 7 Februari
2019 telah memperoleh informasi,
bahwa tersangka atas nama UD
Katulistiwa Anugrah telah ditahan
penyidik  Gakkum KLHK atas
dugaan menyimpan kayu ilegal
yang dipasok oleh UD Maridjo di
Papua Barat. izin TPT-KO (Tempat
Penampungan Terdaftar-Kayu
Olahan) UD Katulistiwa Anugrah,
termasuk Petugas Ganis industrinya
juga telah dicabut, yang secara
otomatis Sertifikat Legalitas
Kayunya tidak lagi berlaku. Pemilik
industri ini menurut informasi yang
diterima telah dilakukan penahanan.

Sementara itu, Balai Gakkum
Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara
menyatakan proses hukum kasus
penyelundupan 4o kontainer kayu
ilegal asal Papua telah masuk dalam
proses penyidikan di Kejaksaan
Tinggi Jawa Timur.

Informasi yang berhasil dihimpun
oleh JPIK Jawa Timur bahwa para
terduga pembalakan liar terus
melakukan  upaya  perlawanan
terhadap upaya pemberantasan
penebangan ilegal yang digalakkan

. il

Petugas Balai Peedaran Hasil Hutan Dishut Jawa Timur Melakukan

Penghitungan Kubikasi Kayu Hasil Pembalakan Liar Yang Disita
Gakkum KLHK Pada Desember 2018/Foto : IST

oleh KLHK. Salah satu langkah
yang diambil para terduga adalah
upaya Pra peradilan dengan
materi mengenai sah tidaknya
penetapan tersangka, penyitaan dan
penggeledahan.

Henoch Budi Setiawan misalnya,
sebagai Direktur CV Alco Timber
Irian telah mengajukan Pra peradilan
di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain itu, Direktur. CV Indotrade,
Hartono Limanto di mengajukan
Pra peradilan di Pengadilan Negeri
Sidoarjo yang menghasilkan
petenapan tersangka pada Hartono
Limanto dibatalkan pada Maret
2019.
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enerapan Sanksi Pidana dan
Perdata terhadap PT Jatim
Jaya Perkasa (JJP)

Bermula dari surat permintaan
Asisten Deputi Pidana Kementerian
Lingkungan Hidup (saat ini menjadi
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan/KLHK)* Kepada Dekan
Fahutan IPB, yang kemudian dibalas
oleh Surat Tugas Dekan Fahutan
IPB> yang ditujukan kepada Prof.
Bambang Hero Saharjo dan Dr. Ir.
Basuki Wasis, M.Si. Selanjutnya pada
4 November 2013 Asisten Deputi
Pidana KLHK mengeluarkan Surat
Penugasans3 ke untuk melihat Tempat
Kejadian Perkara PT JJP. Pada 6
November 2013 maka dilakukan
verifikasi lapangan dan pengambilan
sampel di areal perkebunan PT
JIP. Berdasarkan hasil verifikasi
lapangan, dan analisis laboratorium
terhadap sampel yang diambil di
areal bekas terbakar PT JJP, maka
disimpulkan bahwa:

1. Telah terjadi penyiapan lahan
dengan pembakaran  secara
sengaja melalui kegiatan
pembiaran terhadap terjadinya

kebakaran di areal HGU PT
JIP dan upaya pengendalian
minimum khususnya pada lahan
tidak produktif, lahan kosong
dan semak belukar;

Tidak  tersedianya sarana
dan prasarana pengendalian
kebakaran diseputar areal yang
terbakar di dalam HGU PT JJP
dari jumlah standar minimal
yang harus dimiliki termasuk
tidak  tersedianya = menara
pengawas api yang seharusnya
ada, menunjukkan kepedulian
yang rendah terhadap ancaman
terjadinya  kebakaran lahan
baik yang dilakukan secara
sengaja maupun akibat kelalaian
sehingga areal yang terbakar
makin luas;

Akibat terjadinya kebakaran
tersebut telah merusak lapisan
permukaan gambut dengan
tebal rata-rata 5-10 cm sehingga
10.000.000 m3 terbakar dan
tidak kembali lagi sehingga akan

*No: SM-42/Ahli/PPNSLH/10/2013 tertanggal 23 Oktober 2013

2 No: 5031/IT3.5/KP/2013 tertanggal 30 Oktober 2013

3No. 123/SP/Asdep 2-V/11/2013

mengganggu keseimbangan
ekosistem di lahan bekas
terbakar tersebut;

4. Selama  pembakaran  telah

dilepaskan gooo ton karbon; 3150
ton CO ; 32,76 ton CH4; 14,49 ton
NOx; 40,32 ton NH3,- 33,39 ton
03; 583,75 ton CO serta 700 ton
partikel. Gas rumah kaca yang
dilepaskan selama kebakaran
berlangsung telah melewati
batas  ambang  terjadinya
pencemaran yang berarti bahwa
gas vyang dihasilkan selama
pembakarantelah mencemarkan
lingkungan di lahan terbakar dan
sekitarnya, selain itu gambut
yang terbakar tidak mungkin
kembali lagi karena telah rusak.

Berdasarkan hasil verifikasi
lapangan, dan analisis laboratorium,
dilakukan  perhitungan kerugian
lingkungan yang mengacu pada
Permen LH 13/2011 sehingga
biaya total yang harus dikeluarkan
dalam rangka pemulihan dari
segi kerusakan ekologis dengan
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mempertimbangkan 10 parameter
yaitu pembangunan dan memelihara
reservoir buatan, pengaturan tata
air, pengendalian erosi, pembentuk
tanah, pendaur ulang unsur hara,
pengurai limbah, keanekaragaman
hayati, sumberdaya genetik,
pelepasan karbon adalah sebesar Rp.

75.553.500.000.

Awal Penanganan kasus pidana
dan perdata PT JJP

Berdasarkan data dan fakta
yang dituangkan dalam surat
keterangan ahli kebakaran hutan
dan lahan serta data dan fakta
yang diungkap oleh ahli kerusakan
tanah dan lingkungan maka
prosesnya ditindaklanjuti baik untuk
sanksi pidana maupun perdata
yang kesemuanya dilakukan oleh
Kementerian Lingkungan Hidup.
Untuk proses pidana dilakukan
terhadap pelaku perorangan
(fungsional) dan terhadap korporasi
yang dilaksanakan di Pengadilan
Negeri (PN) Rokan Hilir, Riau
dengan majelis hakim yang berbeda
yang dimulai dengan pelaksanaan
persidangan  untuk  perorangan
(pelaku fungsional), setelah itu
dilaksanakan untuk

persidangan

rof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr

ber Foto: https://tokohinspiratif.id

T~ pidana

korporasi.  Sedangkan  gugatan
perdata atas perusakan lingkungan
yang terjadi dilakukan di PN Jakarta
Utara.

Selain ahli kebakaran hutan dan
lahan serta data dan fakta ahli
kerusakan tanah, maka dihadirkan
pula ahli pidana lingkungan dan
ahli korporasi. Pihak perusahaan
juga menghadirkan para ahli dari
berbagai Fakultas dari IPB seperti
dari Fakultas Kehutanan, Fakultas
Pertanian, F-MIPA, dan didukung
oleh ahli dari Fakultas Pertanian
Universitas Riau, serta ahli hukum.

Perkara pidana perorangan (pelaku
fungsional) diputus terlebih dahuly,
yaitu hari Rabu 12 Agustus 2015
oleh Majelis Hakim PN Rokan Hilir
yang diketuai Saidin Bagariang
SH, dengan nomor Putusan No.72
[Pidsus/ 2015. yang menyatakan
terdakwa Kosman Vitoni Immanuel
Siboro selaku Asisten Kepala PT JJP
terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana
yang mengakibatkan dilampauinya
baku mutu udara ambien, baku
mutu air, baku mutu air laut, atau
kriteria baku kerusakan ligkungan
hidup. Hakim lalu memutuskan
menjatuhkan pidana kepada
terdakwa dengan pidana selama 2
tahun dan denda sejumlah 1 milyar
rupiah ditambah hukum kurungan 3
bulan jika terdakwa tidak membayar
denda tersebut.

Atas putusan tersebut Kosman
Vitoni Immanuel Siboro kemudian
menyatakan banding ke Pengadilan
Tinggi Pekanbaru atas keputusan PN
Rokan Hilir pada tanggal 12 Agustus
2015. Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Pekanbaru menolak banding
tersebut, bahkan majelis hakim
Pengadilan Tinggi (PT) memperkuat
dan memperberat putusan PN
Rokan Hillir yang menjatuhkan
kepada terdakwa
\, dengan pidana penjara
selama 2 tahun dan
denda sejumlah 1 milyar
rupiah, menjadi pidana

f \ penjara selama 4
"\ tahun dan denda
'{ \  sejumlah 3 milyar
' . rupiahpadatanggal
\  8Desember 2015.

Berdasarkan
keputusan  PT

Pekanbaru, Modus PT JJP dalam
melakukan pembukaan lahan untuk
perkebunan kelapa sawit dengan
cara dibakar dalam peremajaan
tanaman (replanting) seluas 1.000 Ha
bukan karena unsur kelalaian (seperti
putusan PN Rokan Hilir) akan tetapi
merupakan unsur kesengajaan.

Gugatan Perbuatan Melawan
Hukum (PMH) PT JJP terhadap
saksi ahli kebakaran hutan dan
lahan

Sebelum gugatan PMH dilakukan
oleh PT JJP tidak hanya kepada
Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo,
M.Agr selaku ahli kebakaran hutan
dan lahan, namun juga terhadap ahli
tanah dan kerusakan lingkungan,
Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. Diketahui
beberapa kali PT JJP menyurati

Dekan Fakultas Kehutanan IPB,
diantaranya  Surat  No.010/DIR/
JIP/IV[2018 pada tanggal 16
April 2018 yang dikirim oleh

Halim Gozali selaku Direktur PT
JIP kepada Dekan Fahutan IPB,
yang mempertanyakan kop atau
logo dan alat untuk menganalisis

kualitas udara. Kemudian pada
tanggal 25 Mei 2018, Halim
Gozali mengirim surat No.o12/
DIR/JJP/V/[2018 yang intinya
mempertanyakan tentang

laboratorium lingkungan.

Dalam gugatan PMH pihak PT JJP
melalui kuasa hukumnya Firma
Hukum DK Harsono dan partners,
memohon kepada PN Cibinong,
berkenan menjatuhkan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan
seluruh gugatan Penggugat,

2. Menyatakan Tergugat telah
melakukan perbuatan melanggar
hukum,

3. Menyatakan Surat Keterangan
Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan
yang menggunakan logo “IPB”
dan kop surat “Kemedikbud
Fakultas Kehutanan IPB
Departemen Silvikultur Bagian
Perlidungan Hutan Laboratorium
Kebakaran Hutan dan Lahan,
adalah cacat hukum, tidak
memiliki kekuatan pembuktian,
dan batal hukum,

4. Menyatakan surat-surat yang



merujuk  atau mendasarkan
pada Surat Keterangan Ahli
Kebakaran Hutan dan Lahan
yang menggunakan logo “IPB”
dan kop surat “Kemedikbud
Fakultas Kehutanan IPB
Departemen Silvikultur Bagian
Perlidungan Hutan Laboratorium
Kebakaran Hutan dan Lahan,
adalah cacat hukum, tidak
memiliki kekuatan pembuktian,
dan batal hukum.

5. Menghukum tergugat
membayar seluruh kerugian
yang dialami penggugat
berupa:

a. Kerugian material
penggugat: Biaya-biaya
operasional pengurusan
permasalahan  lingkungan
hidup, biaya akomodasi,

dan biaya lainnya sebesar
Rp.10.000.000.000,

b. Kerugian moril penggugat
apabila dinilai dengan vang
sebesarRp. 500.000.000.000.

Yang mendasari gugatan PT JJP
seperti tertulis dalam gugatannya
adalah karena Laboratorium
Kebakaran Hutan dan Lahan
belum mempunyai kualifikasi dan
kompetensi sebagai Laboratorium
Lingkungan  sesuai ~ PermenlLH
06/2009 sehingga pihak penggugat
menganggap perbuatan tersebut
melanggar hukum dan sangat
dirugikan. Selain itu pihak PT JJP
mempermasalahkan logo dan kop
surat yang digunakan saat hasil
laboratorium  dituangkan dalam
hasil analisa laboratorium yang juga
dituangkan dalam Surat Keterangan
Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan.
Keseluruh informasi yang pihak
penggugat (PT JJP) tuangkan
dalam surat gugatan didasarkan
pada balasan Surat Dekan Fakultas
Kehutanan IPB seperti dijelaskan
sebelumya.

Sebagai tergugat Prof. Dr. Ir.
Bambang Hero Saharjo, M.Agr
menerima panggilan sidang oleh
PN.Cibinong pada 10 Oktober 2018,
namun tidak dapat hadir karena
kesibukan di kampus, demikian
pula penasehat hukum yang juga
tidak datang karena memang belum

Namun  berdasarkan
informasi dari rekan media dan
kemudian berita yang muncul
setelah sidang selesai diketahui
bahwa pihak penggugat dari PT JIP
mencabut gugatan dengan alasan
untuk perbaikan.

tersedia.

Sidang selanjutnya dilaksanakan
seminggu kemudian pada 24
Oktober 2018. Pada sidang ke-dua
ini kembali Prof. Dr. Ir. Bambang
Hero Saharjo, M.Agr tidak bisa
hadir karena sedang berada di

Jerman  menghadiri  pertemuan
ahli-ahli  kebakaran hutan dan
lahan tingkat dunia, sementara

yang mewakili saya di persidangan
adalah penasehat hukum dibawah
koordinasi KLHK. Berdasarkan Surat

Penetapan No.223/Pdt.G/2018/
PN.Cbi diketahui bahwa Majelis
Hakim telah mendengarkan

Permohonan Pencabutan Gugatan
yang disampaikan Kuasa Hukum
Penggugat di ruang persidangan
secara lisan dan tertulis pada
tanggal 17 Oktober 2018.

Akhir Cerita

Setelah pencabutan  gugatan
dikabulkan oleh majelis hakim PN
Cibinong maka secara sah gugatan
PMH tersebut dinyatakan selesai
dan saya terbebas dari gugatan
serta pihak Penggugat sampai batas
waktu tertentu tidak memasukkan
lagi gugatannya, maka dipastikan
putusan tersebut telah berkekuatan
hukum tetap.

Menyikapi apa yang dilakukan
pihak korporasi terhadap kami saksi
ahli menurut saya adalah sangat
keliru dan fatal tentu saja sangat
merugikan bagi  perkembangan
pengelolaan  sumberdaya alam
dan lingkungan. Hal itu terjadi
karena kami yang independen
dan netral ini melakukan kegiatan
dalam rangka untuk mendapatkan
fakta sesungguhnya yang terjadi
di lapangan tanpa terpengaruh
dan bertujuan untuk kemaslahatan
masyarakat banyak. Pembenaran
dengan  mencari  ahli  yang
melegalkan tindakan perusakan
lingkungan dengan melacurkan ilmu
dan siap melakukan apa saja hanya
karena vang justru mempercepat
terjadinya perusakan lingkungan
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dan dampak yang lebih ekstrim.
Gugatan terhadap kami sebagai
ahli  tidak akan menyurutkan
sedikitpun langkah kami dalam
memenuhi kebutuhan hakiki bagi
manusia yang sesungguhnya, dan
bukan memberikan harapan semu
atau palsu yang suatu saat akan
menimbulkan dampak negatif yang
lebih dan tak terduga.
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IMPLEMENTASI ATAS KOMITMEN
KETERBUKAAN INFORMASI

kses bagi publik terhadap
Adata dan informasi sudah

diakomodir dalam pasal 28F
UU 1945 dan UU 14/2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Secara garis besar, kedua aturan
tersebut memberikan landasan bagi
publik untuk memperoleh informasi
dan transparansi penyelenggaraan
negara sebagai salah satu wujud
negara yang demokratis. Dalam
hubungannya dengan tata kelola
hutan, informasi kehutanan dapat
diperoleh dan merupakan hak
masyarakat yang diatur lewat badan
publik yang mengurusi pengelolaan
hutan. Informasi yang menyangkut
hajat hidup orang banyak, sudah
sepatutnya terbuka sehingga proses
pembangunan yang parsitipatif dan
kesejahteraan rakyat dapat tercapai.

Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK) menindaklanjuti
aturan tersebut dengan menerbitkan

dan dapat ikut serta dalam proses
pembangunan kehutanan. Namun,
realisasinya pemenuhan tersebut
belum dapat dirasakan penuh oleh
publik termasuk oleh organisasi
masyarakat sipil. Pelayanan
yang diberikan KLHK dalam hal
ini  Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID) yang
bertanggung jawab masih setengah
hati dan cenderung lemah.

Permohonan data dan informasi juga
dilayangkan JPIK kepada KLHK, JPIK
menilai pemerintah seharusnya bisa
lebih baik menjalankan komitmen
peraturan  terkait  Keterbukaan
Informasi Publik (KIP). Rencana
Kerja Usaha (RKU) dan Rencana
Kerja Tahunan (RKT) IUPHHK-HA
terbaru di Kalimantan Tengah,
Kalimantan Timur, Jambi, Riau, dan
Sumatera Selatan yang dimohonkan
JPIK pada September 2018 kepada
PPID KLHK belum mendapatkan

PerMen LHK 18/2018 tentang tanggapan yang diharapkan. Sama
Pelayanan Informasi Publik di halnya dengan permohonan data
Lingkungan KLHK. Harapannya, yang dimintakan JPIK pada Februari
pemenuhan hak warga negara 2019 kepada KLHK terkait daftar
terjamin untuk memperoleh Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan
akses informasi publik di KLHK peredaran kayunya yang terekam
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di Sistem Informasi Penatausahaan
Hasil Hutan (SIPUHH) juga belum
membuahkan hasil.

Sejak  awal  terbentuk, JPIK
mendorong adanya pengelolaan
data dan informasi yang terbuka
yang dapat diakses publik. Hal

ini didasarkan pada kebutuhan
pemantauan hutan di Indonesia.
Tata kelola hutan vyang baik

seharusnya tidak dapat terlepas
dari prinsip transparansi, partisipasi,
akuntabilitas, dan koordinasi yang
berarti pengelolaan hutan dan lahan
ditujukan dan harus dimanfaatkan
oleh publik. Disisi lain kecurigaan
atas niat buruk dan persekongkolan
jahat, hingga isu keamanan negara
kerap digunakan sebagai argumen
untuk tidak membuka informasi.

Hingga saat ini proses mendapatkan
informasi  terbilang cukup sulit
dan memakan waktu. Padahal,
dengan adanya keterbukaan akan
mewujudkan kontrol yang efektif
dari para pemangku kepentingan
untuk  menjamin  pelaksanaan
pembangunan  kehutanan yang
berkelanjutan.
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Perlu adanya kajian yang lebih
mendalam terkait implementasi
atas akses data dan informasi yang
saat ini berjalan sehingga tidak lagi
bagaimana publik dapat mengakses
informasi, tetapi bagaimana badan

e W R
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udah hampir tiga tahun proses
S rancang ulang Sistem Sertifikasi

Kelapa Sawit Berkelanjutan
Indonesia (Indonesian Sustainable
Palm Oil/ISPO) dilakukan. Proses
rancang ulang ini merupakan
suatu kebijakan yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Indonesia untuk
memperkuat standar ISPO yang
sudah ada sebelumnya untuk
mendorong perbaikan tata kelola
perkebunan kelapa sawit dan
pembangunan secara keberlanjutan
diIndonesia saat ini.

Semula, proses penguatan
dilakukan dengan proses terbuka
oleh Tim Penguatan ISPO vyang
dibentuk khusus oleh Kementerian

publik  melakukan aksi nyata
sesuai komitmennya. Bila kinerja
pejabat pengelola data optimal,
maka kesulitan akses dan lamanya
waktu akses akan berkurang yang
berimplikasi pada kontrol publik

L7 -.- i

:d-? I' -!-Q_ i:

Koordinator Bidang Perekonomian.
Tim ini bertujuan untuk melakukan
pembenahan mendasar terhadap
sistem sertifikasi dan standardisasi
industri kelapa sawit yang berlaku

saat ini.  Sesudah  melewati
serangkaian diskusi dengan
pemangku kepentingan, tim

melakukan diskusi terbatas pada
Desember 2016 yang diikuti oleh
para pemangku kepentingan
termasuk pemerintah, akademisi,
sektor swasta/industri dan
kelompok masyarakat sipil. Hasilnya
disepakati g9 (sembilan) prinsip
dalam standar sertifikasi ISPO, serta
beberapa klausul dalam rancangan
kebijakan ISPO.
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terhadap pemerintah juga akan
semakin aktif dalam mendorong
penyelenggaraan pemerintahan
yang transparan.

Satu dari sembilan prinsip tersebut
adalah menghargai Hak Asasi
Manusia (HAM). Prinsip ini penting
untuk  menjamin  perlindungan,
penghormatan dan pemenuhan
HAM dalam memperkuat komitmen
Indonesia  dalam  memberikan
jaminan hukum dan terjaganya hak
masyarakat terdampak yang tinggal
dan beraktivitas di perkebunan
kelapa sawit. Selain itu, tingginya
kasus pelanggaran HAM vyang
terjadi di perkebunan kelapa sawit
menjadi salah satu dasar pentingnya

keberadaan prinsip HAM sistem
sertifikasi ini.
Pada Industri rakus lahan dan

padat modal seperti perkebunan
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kelapa sawit, permasalahan
HAM tidak hanya berpatok pada

tindakan perampasan, kekerasan,
kriminalisasi, penembakan, dan
intimidasi  semata.  Aspek ini

sangat luas dan sangat mendasar
yang melekat pada diri manusia.
Pelanggaran HAM vyang terjadi
pada sektor perkebunan kelapa
sawit dimulai ketika Pemerintah
memberikan izin usaha yang minim
verifikasi  langsung  kelapangan,
sehingga minim informasi tentang
keberadaan masyarakat dan
produktivitas  lahan.  Ditambah
Pemerintah juga tidak memberikan
informasi  yang  benar  pada
masyarakat tentang penerbitan izin
usaha perkebunan di sekitar tempat
masyarakat beraktivitas.

Selama proses rancang ulang
berjalan sejak Januari 2017 hingga
saat ini, Pemerintah yang melakukan
rancang ulang ISPO seakan lari
dan melupakan komitmen yang
diharapkan diusung sejak awal
dalam perumusan kebijakan ini,
yaitu rancang ulang  Sistem
Sertifikasi ISPO akan dilakukan
partisipasif, inklusif, transparan
dan akuntabel. Selain memperkuat
prinsip ISPO yang telah ada
sejak tahun 2011 laly, rancang
ulang ini juga diharapkan mampu

membenahi proses perancangan
peraturan turunannya yang
mampu memperkuat tata kelola
perkebunan kelapa sawit
dilndonesia .

Namun, pada isi draft terakhir dari
hasil pembahasan terbatas tentang
rancang ulang sistem sertifikasi ISPO
yang diterima oleh masyarakat sipil
telah mengabaikan kesepakatan
terkait substansi g (sembilan) prinsip
standar ISPO dan penghilangan 2
(dua) prinsip, vyaitu; menghargai
Hak Asasi Manusia (HAM) serta,
ketertelusuran dan transparansi.

Padahal harapan terbesar dari
rancang ulang sistem sertifikasi
ISPO  ialah  mampu  menjadi
pemicu perbaikan tata kelola
dan mendorong pembangunan
keberlanjutan perkebunan kelapa
sawit, dengan mengedepankan

prinsip menghargai HAM, bukan
malah mengeluarkannya  dari
bagian inti draf rancang ulang
tersebut. Hal tersebut menandakan
bahwa belum ada upaya serius
dan  bersungguh-sungguh  dari
Pemerintah Indonesia untuk
benar-benar memperbaiki
dan  membenahi tata kelola
pembangunan berkelanjutan dari
sektor perkebunan kelapa sawit
yang tiap hari terus menggeliat
naik, tidak hanya secara luasan
dan produksi CPO (Crude Palm Oil),
tapi juga intensitas konflik agraria
dan kasus kekerasan yang juga
bertambah.

Dari catatan Konsorsium Pembaruan
Agraria, perkebunan kelapa sawit
menempati posisi tertinggi sebagai
sektor penyumbang konflik agraria
di Indonesia, sepanjang tahun 2018
terjadi 144 konflik perkebunan, di
mana 83 kasus atau 60% diantaranya
terjadi di perkebunan kelapa sawit®.

Sumber Fon_: SPKS

Konflik yang terjadi rata-rata
bersumber dari perluasan lahan
(penerbitan Hak Guna Usaha (HGU)
atau penerbitan izin perkebunan
yang melanggar hak-hak masyarakat
atas tanah, juga tumpang tindih
hak masyarakat atas tanah dengan
perusahaan swasta maupun milik
negara yang tak kunjung ada
penyelesaiannya.

Selain konflik lahan, kekerasan,
pemerkosaan, pekerja anak, dan
pelanggaran hak buruh juga kerap
terjadi di  lingkar  perkebunan
kelapa  sawits. Pada  Januari
dan November 2018 lalu kasus
perkosaan terhadap remaja terjadi
di  kawasan perkebunan kelapa
sawit di Desa Lembah Subur
Kecamatan Kerumutan, Kabupaten
Pelalawan® dan di Kecamatan
Antang Kalang, Kabupaten
Kotawaringin ~ Timur?. Dengan
kondisi kawasan yang benar-benar
mengisolir keramaian dan memiliki

4 Dari catatan Konsorsium Pembaharuan Agraria, selama empat tahun belakangan (2015-2018) sedikitnya 1.769 letusan konflik agraria. Untuk
tahun 2018 saja, terjadi 410 kejadian konflik agraria dengan luasan wilayah mencapai 807.177 hektar dan melibatkan 87.568 kepala keluarga

yang terjadi berbagai provinsi di Indonesia.

SPress Release Sawit Watch 17 Maret 2017- Benar, Sawit Melanggar HAM




luas ribuan hektar serta jauh dari
jangkavan dan akses penduduk,
kawasan perkebunan kelapa sawit
kerap kali menjadi wadah tindak
kekerasan. Selain itu, buruh di
perkebunan kelapa sawit sangat
kental mengalami  pelanggaran
HAM seperti tidak adanya kepastian
status kerja, informasi hubungan
kerja dan terbatasnya kebebasan
berserikat, serta upah minim yang
kerap diterima secara terpaksa oleh
buruh.

ISPO yang telah diberlakukan sejak
Maret 2011 sampai dengan periode
Maret 2019, telah diterbitkan
sebanyak 457 sertifikat, yang terdiri
dari 450 perusahaan, 3 koperasi
swadaya dan 4 KUD plasma, dengan
luas area tersertifikasi mencapai
3.828.238 ha, total produksi tandan
buah segar sebanyak 49 juta ton dan
CPO sebanyak 11 juta toné. Artinya,
27.40% dari luas total perkebunan
kelapa sawit di Indonesia yang
mencapai 14.03 juta hektar® telah
bersertifikat ~ ISPO.  Walaupun
demikian, penerapan ISPO masih
belum mampu merespon dampak-
dampak negatif yang ditimbulkan
oleh pembangunan kelapa sawit
selama ini, terutama pada aspek
lingkungan dan sosial. Dilingkar
perkebunan kelapa sawit masih
saja banyak ditemukan kasus-
kasus tentang pelanggaran HAM
yang terjadi, selain persoalan
legalitas yang menyangkut HGU,
Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang
tumpang tindih, serta penanganan
ekosistem gambut dan kawasan
bernilai konservasi tinggi yang masih
diabaikan®.

Selama 8 tahun ini ISPO menjadi
andalan  Pemerintah  Indonesia
dalam setiap kesempatan berjualan
komoditas ekspor minyak nabati
terlaris di dunia, ternyata tidak
diurusi  dengan  serius.  Jika
Pemerintah ingin memperbaiki tata
kelola perkebunan kelapa sawit di
Indonesia melalui ISPO, maka perlu

melakukan proses perancangan
ulang peraturan tentang ISPO secara
partisipasif, insklusif, transparan,

dan akuntabel, serta memasukan
kembali prinsip HAM, transparansi
dan ketertelusuran sebagai bagian
dari prinsip dasar ISPO.
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Penjaga Taman Wisata
Alam Pulau Sangiang

Oleh: Pardi Pay (Forest Watch Indonesia)

Sauri, kerap

yang

ofian
dikenal sebagai Abah Pian
merupakan tokoh adat

yang sejak lama tinggal di Pulau

Sangiang Banten. Abah Pian
dengan keramahtamahannya selalu
menjaga masyarakat dan kelestarian
ligkungan Pulau Sangiang. Abah
Pian tinggal di Kampung Lagoon
Waru, yang dihuni sekitar 50 kepala

8Data dari Komisi ISPO, Maret 2019

9 Data luasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia tahun 2018, Direktorat Jendral Perkebunan

tahun 2018

196 tahun ISPO http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2017/03/6 tahun_ ISPO.pdf

keluarga yang sebagian besar
merupakan masyarakat perantau.

Pulau Sangiang merupakan pulau
eksotis nan mungil yang memiliki
potensi luar biasa di wisata alam,
bahari, dan sejarah budaya, pulau
tersebut terletak di jalur Selat
Sunda diantara Pulau Jawa dan
Sumatera. Jika ingin berkunjung
ke Pulau Sangiang, bisa ditempuh
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dari Pelabuhan Anyer Banten,
dengan menyewa kapal atau perahu
bermotor yang dimiliki penduduk
lokal. Butuh waktu sekitar 45 menit
untuk sampai menuju pulau yang
secara administratif berada di
Kabupaten Serang, Banten.

Eksotik mudah
ditemukan di Pulau Sangiang,
seperti cemara laut (Casuarina
equisetifolia), dadap laut (Erithrina
variegata), bayur (Pterospermum
Jjavanicum), ketapang (Terminalia
catappa), nyamplung (Callopphyllum
inoplhylum), api-api (Avicenia sp),
waru laut (Hibiscus tiliaceus), dan
walikukun (Actinophora  fragrans).
Berbagai satwa langka juga
menghuni Pulau tersebut seperti
lutung (Trchyptus auratus), kera
(Macaca fascicularis), kucing hutan
(Felis bengelensis), landak (Hystrix
bachura), burung walet (Collocalia
vulvanorum), burung bluwok (/bis
cinereus), kuntul berang (Egretta
sacra), kuntul kerbau (Ardeola
speciosa), kuntul besi (Threskiornis
aethopica), alap-alap (Elanus
hypoleucus), dan ular sanca
(Phyton reticularis).

Berbagai Flora

Pulau
adalah

Status
sekarang

Sangiang
sebagai

Taman Wisata Alam yang dulunya
memiliki ~ status  Cagar  Alam.
Pada 8 Februari 1993 melalui SK
Menteri Kehutanan No. s55/Kpts-
[I/1993 kawasan Cagar Alam diubah
fungsinya menjadi Taman Wisata
Alam dengan luas 528,15 ha.

Konflik dengan Perusahaan

Pulau Sangiang tidak luput dari

persoalan agrarian. Pada awal
dekade goan, sebuah perusahaan
mencoba  membebaskan  lahan

di pulau tersebut. Menurut cerita
masyarakat, Pulau Sangiang telah
mereka huni secara turun-temurun
hingga ke anak-cucu. Ada beberapa
lahan yang memang telah dijual
oleh sebagian warga kepada
perusahaan. Namun, hal itu
tidak sempat dilunasi oleh pihak
perusahaan. Dari peta yang dimiliki
oleh warga Pulau Sangiang, luas
pulau tersebut 720 ha. Peta tersebut

didapat dari hasil pengukuran
oleh ~ Kementerian  Kehutanan
tahun 1993.
Masyarakat mengatakan
bahwa pihak perusahaan

masih meminta izin kepada
pemerintah untuk
membebaskan lahan di
Pulau Sangiang. Hal
itu terjadi saat Pulau
Sangiang berubah
status dari Cagar
Alam  menjadi
Taman  Wisata
Alam sesuai
SK Menteri
Kehutanan No.
55/Kpts-11/1993.
Berdasarkan  SK

tersebut, luas
Taman Wisata
Alam Pulau

Sangiang sekitar 528,35
ha dan luas wilayah Hak

Guna Bangunan (HGB)

251 ha. Namun, temuan di
lapangan, banyak warga
merasa belum pernah
menerima ganti rugi atas
lahan-lahan HGB yang diklaim
perusahaan. Selain itu,
masyarakat  juga  menerima

berbagai tindakan kriminalisasi
yang dilakukan oleh perusahaan,
serta  melayangkan  somasi
kepada  seluruh  masyarakat

untuk meninggalkan lokasi yang
diklaim wilayah perusahaan.
Lebih jauh, wupaya kriminalisasi

mengakibatkan tiga petani di Pulau
Sangian ditetapkan menjadi status
tersangka oleh Polda Banten, atas
kasus sengketa kepemilikan tanah
pulau dengan antara masyarakat
dengan pihak perusahaan.

Aksi Demonstrasi

Sebagai  bentuk  protes atas
ketidakadilan yang diterima warga,
puluhan warga Pulau Sangiang

melancarkan aksi demonstrasi di
Kantor Badan Pertanahan Nasional
(BPN), tak mendapat tanggapan,
warga melanjutkan aksinya di Kantor
Bupati Serang untuk mengadukan
tanah ulayat atau tanah adat di Pulau
Sangiang yang diprivatisasi oleh
PT Pondok Kalimaya Putih (Green
Garden).

Abah Pian menuturkan Sengketa
antara warga Pulau Sangiang dan
pihak perusahaan diduga karena
mal-administrasi yang dilakukan
oleh pihak pemerintahan desa
dan BPN terdahulu. Pihak desa
melakukan pengukuran lahan warga
dengan alasan keperluan sertifikasi
lahan tanpa melibatkan masyarakat
sehingga sampai pengukuran
telah selesai dilakukan, diduga
adanya rekayasa pengalihan status
kepemilikan tanah warga menjadi
milik perusahaan.

Aksi demonstrasi warga bertujuan
untuk  mendapatkan  informasi
yang jelas terkait status tanah yang
diklaim PT  Pondok Kalimaya
Putih (Green Garden). Masyarakat
menuturkan permasalahan sengketa
lahan ini sudah terjadi sejak tahun
1993 dan hingga kini belum ada
kejelasan.
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Oleh: Dian Maya Sari

ndonesia  merupakan  negara

yang memiliki areal hutan sagu

terluas serta diversitas genetik
terbesar di dunia. Berdasarkan
Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi (BPPT), total luasan hutan
sagu di bumi pertiwi berkisar lebih
dari 9o% luasan sagu yang ada di
dunia. Adapun sebaran hutan sagu
sebanyak 85% berada di Provinsi
Papua dan Papua Barat.

Sagu (Metroxylon sagu) merupakan

tumbuhan monokotil yang
termasuk dalam ordo Spadicflora,
famili Palmae, genus Metroxylon,
dan  spesies  Metroxylon  spp.
Tanaman ini merupakan tanaman
asli Indonesia (Bintoro et al.,2010).
Sagu  tumbuh  secara  alami
di dataran atau rawa
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dengan sumber air yang
melimpah. Sagu adalah salah
satu komoditas hasil hutan bukan
kayu (HHBK), yang memiliki
kandungan karbohidrat yang cukup
tinggi. Kandungan kalori sagu
berkisar 357 kalori, relatif sama
dengan jagung vyaitu 360 kalori
ataupun beras giling sekitar 366
kalori.

Di Tanah Papua, hutan merupakan
sumber penghasilan, pekerjaan,
serta sumber pemenuhan
kebutuhan dasar bagi
keluarga, tidak terkecuali hutan
sagu. Sagu sendiri, merupakan
komoditi pangan lokal masyarakat
Papua yang sudah dilakukan
secara turun-temurun. Satu batang
pohon sagu yang diolah dapat
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mencukupi kebutuhan untuk satu
keluarga dalam sebulan (www.
worldagroforestry.org). Oleh karena
itu, hingga saat ini sagu digunakan
sebagai  salah  satu  sumber
karbohidrat atau makanan pokok
selain umbi-umbian dan beras.
Selain itu, tanaman ini pun sudah
menjadi bagian dari budaya yang
ada dan secara terus-menerus dijaga
kelestariannya.

Selain  mengambil
masyarakat lokal di
juga memanfaatkan sagu untuk
keperluan lainnya. Misal,
penggunaan pelepah sebagai bahan
material untuk membuat dinding
atau pagar ternak; penggunaan
daun sagu sebagai atap; maupun
menjadikan limbah sagu sebagai

sari  pati,
tanah Papua
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beopestisida atau sebagai kompos.

Dalam praktik pengelolaan hutan
berbasis masyarakat di Indonesia,
secara kultural terdapat pembagian
peran dan tanggung jawab antara
laki-laki dan perempuan. Contoh
kasus di Kampung Manyaifun-
Raja Ampat, menunjukkan peran
perempuan dalam mengelola hasil
hutan non kayu, salah satunya
melalui pembuatan kerajinan senat
(tikar) yang berbahan baku pelepah
sagu.

Hingga saat ini, pemanfaatan
pelepah sagu menjadi kerajinan
senat (tikar) masih  dilakukan
oleh masyarakat asli Papua, tidak
terkecuali masyarakat kampung
Manyaifun-Raja Ampat. Kerajinan
yang telah jadi kemudian dipasarkan
secara langsung di pasar, maupun
dititipkan di homestay yang ada di
kampung dengan harga berkisar

Rp.100.000. Hasil penjualan
tersebut, tentu sangat membantu
masyarakat  dalam  memenuhi
kebutuhan sehari-hari. Meskipun
mengetahui penjualan senat tidak
dapat laris setiap hari, namun
salah satu alasan perempuan
papua tetap membuat senat
adalah bentuk komitmen
untuk menyelamatkan dan
melestarikan, serta menjaga
warisan  leluhur.  Mama-mama
berharap kedepannya anak cucu
yang berada di kampung tidak
meninggalkan  dan  melupakan
warisan leluhur mereka.

Pemanfaatan hutan sagu
menjadi senat (tikar), merupakan
satu dari sekian aktivitas yang
dilakukan oleh perempuan
masyarakat lokal di tanah Papua.
Aktivitas tersebut secara tidak
langsung menunjukkan perempuan
memiliki peran dalam memastikan

perekonomian keluarga. Selain itu,
hal ini juga menunjukkan kedekatan
perempuan dengan sektor
sumberdaya lahan, dan menjadikan
posisi perempuan semakin kuat
dalam kegiatan pengelolaan
hutan terutama vyang berbasis
pemberdayaan masyarakat. Salah
satu bentuk partisipasi perempuan
di Kampung Manyaifun dalam
pengelolaan hutan sagu vyaitu
adanya koordinasi antar kelompok
perempuan dan laki-laki dalam
pembuatan nursery di kampung.
Selain itu, perempuan juga kerap
terlibat dalam kegiatan penanaman
kembali (replanting) setiap kali
dilakukannya penebangan pohon.
Sehingga tidak dapat dipungkiri
perempuan memiliki andil yang
cukup besar dalam upaya melindungi
serta memastikan kelestarian hutan
yang ada disekitar tetap terjaga.
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